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Info Artikel Abstrak
Direvisi, 20/07/2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa,
Diterima, 03/08/2024 pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, dan faktor yang menjadi penghambat

Dipublikasi, 17/08/2024 dalam pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan komitmen yang kuat
dan Belanja Daerah dalam penatausahaan yang cermat, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan
(APBD), Realisasi pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran. Langkah-langkah ini

bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan

Kata Kunci:

Belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi rutin menjadi bagian
integral dalam proses ini untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
daerah secara berkelanjutan.

Abstract
This research aims to understand the management of village funds, the utilization

Keywords: and allocation of village funds, and the factors that hinder the management of

Implementation of village funds. The data collection methods used in this study are Interview and

Regional Revenue and Documentation Methods. The results show that the implementation of the Regional

Expenditure Budget Revenue and Expenditure Budget (APBD) of West Sumatra Province in 2020

(APBD), Realization demonstrates a strong commitment to careful administration, efficient budget

utilization, and strict supervision of every expenditure. These steps are intended to

ensure transparency and accuracy in financial recording in accordance with

statutory regulations. Regular evaluations are an integral part of this process to

continuously improve regional financial management performance sustainably.
PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai
dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan
Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas
layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan
bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan
meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya
ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu
pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut
memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi
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yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta
pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap
pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya
ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam
negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntanbilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan,
setiap pejabat menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab
atas laporan keuangan yang bersangkutan. Menteri/pemimpin
lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja perangkat daerah harus secara jelas
menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi
mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan
dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, hingga penyampaian
rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak
cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.

KAJIAN TEORI
Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh individu atau organisasi
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan (dalam Gerung, 2022).
Konsep ini mencerminkan sejauh mana seseorang atau sebuah organisasi mampu memenuhi
tujuan dan target yang telah ditetapkan (dalam Sadiah, 2024). Kinerja mencakup berbagai
aspek yang saling terkait, termasuk efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan
pelanggan (dalam Sihombing, 2019).

Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai
(dalam Sumenge, 2019). Ini adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkan
(dalam Idrus, 2019). Efisiensi, di sisi lain, berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang
ada, seperti waktu, tenaga, dan uang, untuk mencapai hasil tersebut (dalam Susan, 2019).
Efisiensi menilai bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk
memaksimalkan output dengan input yang minimal (dalam Marsondang, 2019).

Kualitas adalah dimensi penting lainnya dalam kinerja, yang menilai sejauh mana hasil
yang dicapai memenuhi atau bahkan melebihi standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan
(dalam Hulu, 2022). Tingkat kesesuaian hasil dengan harapan ini sering kali menjadi indikator
utama dari keberhasilan suatu kegiatan atau proses (dalam Gerung, 2022). Produktivitas, yang
merupakan rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, juga menjadi salah
satu ukuran penting dalam menilai kinerja (dalam Syahputra, 2021). Produktivitas mengukur
efisiensi proses produksi dan seberapa efektif sumber daya digunakan untuk menghasilkan
barang atau jasa (dalam Baiti, 2020).

Selain itu, kepuasan pelanggan adalah aspek kunci dalam mengukur kinerja, terutama
dalam konteks organisasi yang berorientasi pada pelayanan (dalam Albadiah, 2022). Kepuasan
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pelanggan menilai sejauh mana kebutuhan dan harapan pengguna atau penerima hasil terpenuhi,
tingkat kepuasan ini sering kali menjadi cerminan langsung dari kualitas pelayanan atau produk
yang diberikan (Tjiptono dalam Sinollah, 2019).

Dalam organisasi, kinerja dapat dievaluasi pada berbagai tingkat, mulai dari individu,
tim, departemen, hingga keseluruhan organisasi (dalam Hina, 2024). Penilaian kinerja biasanya
dilakukan melalui berbagai metode dan alat, seperti penilaian kinerja individu, indikator kinerja
utama (Key Performance Indicators/KPIs), dan analisis laporan keuangan (dalam Damayanti,
2023). Evaluasi ini tidak hanya membantu dalam memahami sejauh mana tujuan telah tercapai,
tetapi juga dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih
lanjut (dalam Idrus, 2019).

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen keuangan tahunan yang
menggambarkan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun
anggaran (dalam Nahumuri, 2019). APBD merupakan instrumen penting dalam manajemen
keuangan publik di tingkat daerah, yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen
ini berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan
penggunaan sumber daya keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan (dalam Anggraeni, 2020).

Menurut Mardiasmo, seorang pakar dalam bidang keuangan publik, APBD adalah alat
utama dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah
dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Dia menekankan bahwa transparansi dan
akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD sangat penting untuk meningkatkan
kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Dr. Sri Mulyani
Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggarisbawahi pentingnya APBD dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Beliau menyatakan bahwa sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme APBD dapat memastikan distribusi
sumber daya yang lebih merata dan mendukung pembangunan yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data

1. Studi Lapangan
Menurut Sugiyono (2017) studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara
mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan guna memperoleh data primer yang
diperlukan. Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis melakukan studi lapangan untuk
mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung guna memperoleh data
primer. Studi lapangan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan
(KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

2. Studi Kepustakaan
Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi
kepustakaan adalah langkah penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data
sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang

Page 165



Vol. 4, No. 1, April 2024 e-ISSN: 2775-9768 | p-ISSN: 2777-0974

berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta kesimpulan apa yang telah dicapai.
Dalam penelitian ini, studi kepustakaan sangat berguna untuk mencari metode atau topik
sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan
dalam penelitian tugas akhir mengenai Analisis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenubhi
standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin
diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal mendalam dari responden tersebut. Dalam
penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung mengenai Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

2. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis, dapat berupa
buku teks, surat kabar, film, naskah, artikel, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumen
yang dikumpulkan secara dokumentasi berupa gambar (Andra Tersiana, 2018).

Jenis dan Sumber Data
Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan karakteristik
yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini
menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan dari
berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi) dan dilakukan
secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sangat beragam. Teknik analisis data
yang diterapkan adalah model Miles dan Huberman. Berdasarkan penjelasan Miles dan
Huberman dalam buku Sugiyono (2018), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan
baik selama pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu
tertentu. Proses analisis data kualitatif ini bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga data
mencapai titik kejenuhan.
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Sugiyono 2018:292). Data
dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data, diambil
dan dicatat untuk pertama kalinya berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer
diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB
Provinsi Sumatera Barat).
b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data,
biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dapat
diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian
sebelumnya yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan.
Berdasarkan sumber data di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang didapatkan langsung dari Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif adalah metode yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat
kesimpulan yang lebih luas, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran sistematis dan
akurat mengenai fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini
juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung di Kantor dari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat). Data
kuantitatif diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat
tahun 2020 menunjukkan komitmen dalam menjalankan proses penatausahaan yang cermat,
pemanfaatan anggaran yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran
anggaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan
tercatat dengan akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Evaluasi rutin juga menjadi bagian penting dalam proses ini, dimana hasil evaluasi
digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Penatausahaan APBD

Penatausahaan APBD Propinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengikuti prosedur
dan regulasi yang telah ditetapkan. Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun
pengeluaran, dicatat secara rinci dan akurat. Pencatatan ini tidak hanya mencakup jumlah dana
yang tersedia dan digunakan, tetapi juga menunjukkan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan
dan program pemerintah daerah. Pelaporan rutin dilakukan kepada pihak terkait, termasuk
audit internal dan eksternal, guna memastikan bahwa APBD dikelola dengan baik dan sesuai
dengan prinsip akuntabilitas publik.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Triwulan 1 Tahun 2020

Jenis Belanja Nominal (Rp)
Belanja Operasional 2,823,519,128,150
- Belanja Pegawai 1,745,172,847,816
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- Belanja Barang dan Jasa 744,238,732,695
- Belanja Bunga 765,676,975

- Belanja Hibah 332,986,980,664
- Belanja Bansos 354,900,000
Belanja Modal 139,597,470,061
Belanja Tak Terduga 15,232,553,489

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja daerah Propinsi Sumatera Barat pada
triwulan pertama tahun 2020. Belanja operasional mendominasi dengan total Rp
2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja hibah, dan belanja bansos. Selain itu, terdapat alokasi untuk belanja modal sebesar Rp
139,597,470,061 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi aset tetap, serta
belanja tak terduga sebesar Rp 15,232,553,489 untuk kebutuhan mendesak tidak terduga.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
Berikut adalah tabel yang menampilkan rincian sumber pendapatan dan nominalnya

untuk Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020:

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
Sumber Pendapatan Nominal (Rp)
Pendapatan Asli Daerah 912,760,757,179
Pajak Daerah 533,177,163,645

Retribusi Daerah 35,235,073,314
Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 2,122,316,329
Lain-lain Pendapatan yang Sah 342,226,203,891
Pendapatan Transfer 4,631,633,815,725
Dana Bagi Hasil Pajak 24,113,892,888
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA 2,032,505,200
Dana Alokasi Umum 4,404,752,730,054
Dana Insentif Khusus 120,499,771,583
Dana Desa 70,234,916,000
Pendapatan Lain-lain yang Sah 3,244,985,028
Hibah 3,223,595,028
Pendapatan Lain-lain 21,390,000

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/

Tabel di atas menyajikan rincian pendapatan daerah Propinsi Sumatera Barat pada
triwulan pertama tahun 2020. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah, retribusi
daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara
itu, pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak / SDA,
dana alokasi umum, dana insentif khusus, dan dana desa. Terakhir, pendapatan lain-lain yang
sah mencakup hibah dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari berbagai sumber
eksternaaktor Pendukung APBD.
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Faktor Pendukung Keberhasilan APBD Sumbar
Beberapa faktor pendukung keberhasilan APBD Propinsi Sumatera Barat pada tahun

2020 meliputi:

a. Kepatuhan dalam Pajak dan Retribusi: Tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi signifikan
terhadap pendapatan asli daerah propinsi.

b. Dukungan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat: Adanya dukungan dana transfer dari
pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana insentif
khusus telah memberikan sumber pendapatan tambahan yang penting bagi APBD propinsi.

c. Manajemen Keuangan yang Profesional: Implementasi manajemen keuangan yang
profesional dan sistematis dalam penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan telah
menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan.

KESIMPULAN

Pendapatan daerah pada tahun 2020 menunjukkan performa yang solid dengan total
mencapai Rp 5,547,639,557,932. Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 912,760,757,179
didominasi oleh kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan. Sementara itu, pendapatan transfer sebesar Rp 4,631,633,815,725 berasal dari dana
bagi hasil pajak, dana alokasi umum, serta dana insentif khusus dan dana desa dari pemerintah
pusat. Pendapatan lain-lain yang sah, termasuk hibah dan pendapatan lainnya, juga
memberikan kontribusi yang signifikan. Evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah
menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta
dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui transfer dana, menjadi faktor penentu dalam
pencapaian pendapatan yang optimal. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah lebih
lanjut untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan daerah serta memperkuat pengawasan
terhadap penerimaan yang lebih efektif.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
Realisasi belanja daerah pada triwulan pertama tahun 2020 mencapai total Rp
3,117,946,008,211. Belanja operasional mendominasi dengan alokasi sebesar Rp
2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja hibah, dan belanja bansos. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp 139,597,470,061
dan belanja tak terduga sebesar Rp 15,232,553,489 memberikan dukungan penting dalam
mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Evaluasi terhadap kinerja belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
mengalokasikan anggaran dengan tepat untuk mendukung prioritas pembangunan dan
pelayanan publik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat efisiensi
penggunaan anggaran, meningkatkan transparansi dalam pelaporan belanja, serta
mengoptimalkan pengawasan terhadap pengeluaran untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan demikian, meskipun terdapat pencapaian yang positif dalam pengelolaan APBD
Propinsi Sumatera Barat tahun 2020, tantangan dan peluang untuk peningkatan masih tetap
ada. Penerapan praktik terbaik dalam manajemen keuangan publik, peningkatan dalam
diversifikasi pendapatan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan akan menjadi kunci
dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
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